
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.477, 2014 KEMENPAN RB. Pengisian Jabatan. Pimpinan 
Tinggi. Terbuka. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA 
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 
dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan 
promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;  

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa pengembangan 
karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, 
dan mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai 
dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah; 

c. bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan 
pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di 
berbagai instansi pemerintah harus segera dipenuhi, 
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maka sebelum ditetapkan peraturan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur 
tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi 
secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA 
CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA 
TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. 

Pasal 1 
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi 
Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 2 

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi instansi 
pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan 
pimpinan tinggi secara terbuka. 

Pasal 3 

Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari 
praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan 
pengisian jabatan. 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai 
dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 
pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2014  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AZWAR ABUBAKAR 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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Lampiran I  PERATURAN MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 
TAHUN 2014 

 TENTANG TATA CARA PENGISIAN 
JABATAN PIMPINAN TINGGI DI 
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 

  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTANSI 

PEMERINTAH 

I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian 
jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, 
kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi 
Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan 
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 
dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain 
yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. 

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, 
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara 
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota 
dalam 1 (satu) provinsi. 

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan 
rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah 
satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. 
Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui 
pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada 
sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi 
jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan 
sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar 
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 
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kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula 
memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, yaitu: 

1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi 
yang terbuka dan adil; 

2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara; 

3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
setara dan menghargai kinerja yang tinggi; 

4. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian 
untuk kepentingan masyarakat;  

5. mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien; 

6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil 
berdasarkan kinerja yang dihasilkan; 

7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 
Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

8. melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh 
politis yang tidak pantas/tepat; 

9. memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil dari hukum 
yang tidak tidak adil dan tidak terbuka. 

Selain itu, terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan 
kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar 
sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/whistleblower), dan 
pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-
prinsip sistem merit. Keempat kategori tersebut di atas apabila 
dijabarkan, maka praktek kepegawaian yang dilarang dalam sistem merit 
adalah sebagai berikut: 

1. melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan suku, 
agama, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan 
fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu; 

2. meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan 
faktor-faktor lain selain pengetahuan atau kemampuan yang 
berhubungan dengan pekerjaan; 

3. memaksakan aktivitas politik kepada seseorang;  
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